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Abstrak
 

Isu tentang pidana mati sudah cukup lama menjadi bahan perdebatan. Banyak sarjana yang menyatakan

bahwa pidana mati melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Akan tetapi banyak pula sarjana lainnya yang

menyatakan bahwa dikarenakan masyarakat dalam sebuah negara telah berkonsensus melalui sarana

legislasi bahwa terhadap sebuah perilaku (baik berbuat maupun tidak berbuat) adalah harus diancamkan

dengan pidana mati, maka tidak terdapat lagi pelanggaran HAM bagi penegakan aturan terhadap perilaku

tersebut. Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H., memberikan contoh, yaitu penculikan, merampas kemerdekaan

seseorang adalah sebuah tindak pidana, akan tetapi jika perilaku tersebut di "legal"kan oleh Undang-undang

sehingga berubah istilahnya menjadi "penangkapan" dan "penahanan", maka tidak terdapat lagi sebuah

pelanggaran HAM.

 

Terkait dengan perdebatan tentang pidana mati diatas, dalam sebuah forum Internasional yang diprakarsai

oleh UN General Assembly, dimana membahas tentang eksistensi pidana mati, diterangkan bahwa berlaku

atau tidaknya pidana mati dalam hukum positif di suatu negara tergantung dengan kondisi sosiologis dan

sejarah suatu bangsa.

 

Dengan demikian, adalah sulit untuk menghakimi bahwa terhadap sebuah negara yang masih

memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya, adalah melanggar HAM khususnya hak untuk hidup

dari warga negaranya. Sebagai ilustrasi, Amerika Serikat sendiri yang dikatakan sebagai negara pendekar

HAM, ternyata sebagian besar negara bagiannya masih memberlakukan pidana mati.

 

Menyadari hal tersebut, maka PBB memberikan pedoman bagi negara-negara yang masih menganut dan

melaksanakan pidana mati dalam wilayah negara tersebut. pedoman tersebut yaitu "The Safeguards

Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty" yang telah diadopsi oleh

PBB pada tahun 1984.

 

Terlepas dari perdebatan tersebut diatas, mengingat Indonesia adalah negara yang masih memberlakukan

pidana mati dalam hukum positifnya serta melaksanakannya, maka sebagai negara anggota PBB, Indonesia

sudah seharusnya mematuhi pedoman Internasional yang dibuat oleh PBB tersebut diatas.

 

Untuk itu, tesis ini meneliti dan menganalisis tentang apakah aturan materiil tentang pidana mati di

Indonesia sudah sesuai dengan pedoman Internasional tersebut diatas, ataukah belum. Apabila belum, maka

aturan materiil apa saja yang perlu dibenahi dan ditambahkan.

 

Setain itu, aturan yang baik tidak berarti bahwa penegakannya menjadi baik pula. Hal ini disebabkan,
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terdapatnya kendala-kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan terkait dengan penegakan hukum

tersebut. Hambatan tersebut bisa dari faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, substansi hukum

khususnya hukum acara pidana, serta budaya hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diteliti dan

dianalisis pula tentang apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di lapangan, serta bagaimana

cara mengatasinya untuk pembenahan dikemudian hari.

 

Di akhir pembahasan tesis ini., diteliti dan dinalisis pula tentang prospek pidana mati untuk pembaharuan

hukum pidana ke depan. Hal ini disebabkan, telah berkembangnya pemikiran tentang maksud penjatuhan

pidana yang awalnya berorientasi pada perbuatan pelaku tindak pidana semata (daad-strafrecht), menjadi

maksud penjatuhan pidana yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku tindak pidana semata, akan

tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana guna mengubah diri menjadi lebih baik

(daad daderstrafrecht).


